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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan putusan Pengadilan
Niaga Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg mengenai
penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) antara PT Alfa Polimer
Indonesia dengan CV Aneka Ilmu dan H. Suwanto, SE, MM. PKPU merupakan
mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk
merestrukturisasi utangnya dengan kreditornya. Melalui pendekatan yuridis
normatif, penelitian ini mengkaji penerapan hukum yang berlaku dan bagaimana
pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Data dikumpulkan melalui studi
literatur, analisis dokumen hukum, serta kajian kasus. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam putusan ini, Majelis Hakim telah
mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan, namun terdapat
beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama
dalam pembuktian persyaratan PKPU dan penerapan Pasal 245 UUK-PKPU.
Ketidaksesuaian ini mencakup interpretasi hakim terhadap jumlah kreditor dan
pelunasan utang oleh debitor selama proses PKPU. Selain itu, penelitian ini juga
menemukan bahwa regulasi terkait PKPU perlu disempurnakan untuk
menghindari interpretasi yang bervariasi di tingkat pengadilan. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah bahwa keabsahan putusan tersebut dapat ditingkatkan
melalui penyesuaian regulasi dan prosedur yang lebih rinci untuk memberikan
kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Rekomendasi yang diberikan
mencakup perlunya revisi undang-undang terkait serta penyusunan pedoman
teknis untuk memfasilitasi proses PKPU yang lebih adil dan transparan.

Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan, Putusan

Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Utang Piutang merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan ekonomi manusia. Kegiatan utang — piutang, pada dasarnya merupakan
sebuah perjanjian yang dibuat antara Debitor dengan Kreditor. Di dalam Utang
Piutang, Kreditor mempunyai prestasi untuk meminjamkan sejumlah uang kepada
Debitor, sedangkan Debitor mempunyai prestasi untuk mengembalikan sejumlah
uang tersebut dalam jangka waktu tertentu, beserta dengan bunga dan biaya — biaya
lainnnya apabila ada. Di dalam perjanjian semacam itu, Kreditor memiliki hak
untuk melakukan penagihan atas prestasi yang menjadi haknya tersebut. Namun
dalam kenyataannya, terkadang Debitor tidak melakukan prestasinya tersebut
kepada Kreditor dikarenakan keadaan ekonominya yang tidak mumpuni untuk
dapat melakukan pembayaran atas utangnya. Dengan demikian, perlu adanya
mekanisme yang dapat ditempuh oleh Kreditor sebagai upaya untuk mendapatkan
pemenuhan atas haknya tersebut. Salah satu mekanisme yang diatur oleh Undang —
Undang adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

PKPU pada dasarnya merupakan suatu jangka waktu yang diberikan oleh
undang-undang melalui putusan hakim niaga agar dalam jangka waktu tersebut,
Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk mendiskusikan cara-cara
pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk
merestrukturisasi utangnya tersebut.! Proses PKPU merupakan salah satu aspek
yang sangat penting dalam mengatur tata kelola keuangan dan proses penyelesaian
utang dalam lingkup bisnis dan keuangan. Di Indonesia, pelaksanaan proses PKPU
diatur di dalam Undang — Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dalam upaya untuk
memberikan landasan hukum dalam aspek pelunasan dan restrukturisasi utang.

UUK-PKPU memberikan hak bagi Debitor maupun Kreditor untuk

mengajukan permohonan PKPU sehingga Debitor mempunyai kesempatan untuk

' Fitri Novia Heriani, Yuk,  Simak Perbedaan antara PKPU dan  Pailit,
https://www.hukumonline.com/berita/a/i-yuk-i--simak-perbedaan-antara-pkpu-dan-pailit-
1t5fe2832d6e9al/?page=all (terakhir diakses 23 Desember, 2023).



https://www.hukumonline.com/berita/a/i-yuk-i--simak-perbedaan-antara-pkpu-dan-pailit-lt5fe2832d6e9a1/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/i-yuk-i--simak-perbedaan-antara-pkpu-dan-pailit-lt5fe2832d6e9a1/?page=all

dapat mengajukan rencana perdamaian yang isinya meliputi penawaran
pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditor. Hal ini tertuang di
dalam Pasal 222 UUK-PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh

Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh

Kreditor.

(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat

melanjutkan membayar utang — utangnya yang sudah jatuh waktu

dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban

pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana

perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau

seluruh utang kepada Kreditor:

(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat

melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan

dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi

penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan

Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran

pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya™
Rumusan pasal tersebut, merupakan pemberian hak yang sekaligus mencakup
persyaratan bagi Debitor ataupun Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU.
Persyaratan bagi Debitor untuk mengajukan permohonan PKPU tercakup di dalam
Pasal 222 ayat (1) jo. ayat (2) UUK-PKPU sedangkan persyaratan bagi Kreditor
tercakup di dalam Pasal 222 ayat (1) jo. ayat (3) UUK-PKPU.? Dari pasal tersebut
maka terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi ketika seorang Debitor ataupun
Kreditor hendak mengajukan permohonan PKPU agar permohonan tersebut dapat
dikabulkan oleh Pengadilan yakni:

1. Debitor memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih; dan
2. Debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat membayar utangnya
yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dengan pemberian PKPU, Debitor memiliki opsi untuk dapat melakukan
pembayaran atas utang — utangnya ketika Debitor berada di dalam keadaan yang
sulit, namun begitu bukan berarti dengan adanya pemberian PKPU Debitor dapat
dihindarkan dari keadaan pailit. Hal ini dikarenakan Debitor tetap memiliki potensi

untuk jatuh kedalam keadaan pailit. Berdasarkan UUK-PKPU, Debitor yang sedang

2 SUTAN REMY SJAHDEINI, HUKUM KEPAILITAN: MEMAHAMI UNDANG-UNDANG N0.37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN 331-332 (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009).



berada di dalam PKPU dapat secara otomatis jatuh ke dalam keadaan pailit dengan
alasan — alasan sebagai berikut:
1. Apabila Debitor tidak hadir pada rapat pertama kreditor;
2. Apabila Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian;
3. Apabila Debitor mengajukan rencana perdamaian namun ditolak oleh
para Kreditor;
4. Apabila Debitor mengajukan rencana perdamaian yang disetujui oleh
para Kreditor namun tidak dihomologasi oleh Pengadilan; dan
5. Apabila jangka waktu waktu PKPU sementara dan PKPU tetap telah
terlampaui.’
Dengan begitu, pemberian PKPU kepada Debitor tidak selalu memberikan
keuntungan kepada Debitor dan justru dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi
Debitor.

Berdasarkan data mengenai jumlah perkara kepailitan dan PKPU yang
diajukan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, pada Pengadilan Niaga di
wilayah yang paling besar yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri DKI
Jakarta, dapat dilihat bahwa jumlah Permohonan PKPU yang diajukan lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah Permohonan Pailit yang diajukan dengan rincian data

sebagai berikut? :

DKI Jakarta
Pailit. PKPU
Tahun 2015 55 107
Tahun 2016 67 146
Tahun 2017 68 162
Jumlah 190 415

Data disesuaikan dengan berdasarkan Laporan Bank Dunia 2017.

Data ini menunjukkan bahwa Permohonan PKPU lebih disukai oleh
masyarakat dikarenakan mekanisme PKPU dapat memberikan penyelesaian utang-

piutang yang lebih menjamin bagi Kreditor terutama Kreditor Konkuren yang tidak

3 Tri Budiyono, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Masa Pandemi COVID-
19: Antara Solusi dan Jebakan, MASALAH-MASALAH HUKUM., Jilid 50 No.3 Tahun 2021, pada 239.
4 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik
Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2017, pada 2.



memiliki jaminan atas piutang yang dimilikinya. Dalam praktiknya kewenangan
kreditor untuk mengajukan PKPU dapat dimanfaatkan oleh kreditor yang beritikad
buruk untuk merugikan Debitor.> Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengadili
perkara-perkara PKPU dengan cermat dan adil agar pemberian PKPU tidak
memberikan kerugian dan ketidakadilan bagi debitor.

Pada tanggal 27 Maret 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Semarang telah mengeluarkan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga
Smg atas Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Alfa Polimer Indonesia
(selanjutnya disebut Pemohon) selaku Kreditor terhadap CV Aneka Ilmu
(selanjutnya disebut sebagai Termohon I) dan H. Suwanto, SE, MM. yang
merupakan Direktur dari CV Aneka Ilmu (selanjutnya disebut sebagai Termohon
II) selaku Debitor. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan
Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon sehingga Termohon I dan
Termohon II berada di dalam keadaan PKPU Sementara. Majelis Hakim dalam
pertimbangnnya menyatakan bahwa Permohonan PKPU telah terbukti memenuhi
syarat “Debitor memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih”, hanya karena Termohon I
menggunakan frasa “...kepada rekan — rekan bisnis kami...” di dalam surat yang
dikirimkan oleh Termohon I kepada Pemohon, padahal atas Kreditur lain yang
dicantumkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya telah terbantahkan oleh
Termohon I dengan adanya bukti Surat Pernyataan Lunas dari Kreditur lain
tersebut. Selain itu, Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menerapkan Pasal
245 UUK-PKPU vyang berbunyi “Pembayaran semua utang, selain yang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya
penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan
kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang
tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-
masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 185 ayat (3)°”, atas pembayaran yang dilakukan oleh Termohon I

5 Jimmy Simanjuntak, Tinjauan Hukum atas Kewenangan Kreditor Mengajukan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, 33 HONESTE
VIVERE JOURNAL. 69, 74 (2023).

¢ UNDANG UNDANG R.I., No. 37 TAHUN 2004, KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAIIBAN
PEMBAYARAN UTANG, L.N.R.I. Tahun 2004 No. 131, Pasal 245.



untuk melunaskan utangnya kepada Pemohon sehingga tidak menggugurkan
Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon. Di dalam putusan tersebut,
Majelis Hakim memberikan beberapa pertimbangan yang tidak sesuai dengan
UUK-PKPU dan sumber hukum lainnya yang mengatur mengenai Kepailitan dan
PKPU yakni antara lain; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakukan Buku Pedoman Penyelesaian
Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan. Sejauh ini, belum ada penelitian yang melakukan analisis terhadap
putusan pengadilan tersebut, sehingga di dalam penelitian ini akan dilakukan
pengkajian dan analisis mengenai putusan pengadilan tersebut dalam penelitian
dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor
8/Pdt.Sus-PKPU/2018/Pn  Niaga Smg Tentang Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Studi Kasus Tentang Permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Antara PT Alfa Polimer Indonesia Dengan CV Aneka Ilmu
Dan H. Suwanto, SE, MM.)”.

1.2. Ringkasan dan Riwayat Perkara

1. Kasus Posisi

Di dalam kasus a quo, Pemohon PKPU (PT Alfa Polimer Indonesia)
dan Para Termohon PKPU (CV Aneka Ilmu (Termohon PKPU I) dan Bapak
H. Suwanto, SE. MM. (Termohon PKPU II) merupakan mitra bisnis,
sedangkan Pemohon PKPU merupakan penyedia bahan — bahan kimia
perekat merek Alfabond. Para Termohon PKPU dalam kasus ini, merupakan
pelanggan dari Pemohon PKPU yang sering kali memesan produk merek
Alfabond dari Pemohon PKPU. Pada bulan Januari 2014, Pemohon PKPU
menghentikan pengiriman produk kepada Para Termohon PKPU dengan
alasan bahwa Para Termohon PKPU menunggak pembayaran yang
terakumulasi dalam 5 (lima) lembar /nvoice atas pengiriman produk yang
telah diterima dengan baik oleh Para Termohon PKPU dengan total tagihan
sebesar USD 10.803,33 (sepuluh ribu delapan ratus tiga Dollar Amerika



Serikat tiga puluh tiga sen). Atas hal tersebut, Pemohon PKPU telah
mengirimkan beberapa somasi dan korespondensi lainnya guna melakukan
penagihan kepada Termohon PKPU. Atas korespondensi yang dikirimkan
oleh Pemohon PKPU, Para Termohon PKPU telah beberapa kali
mengirimkan Surat Kesanggupan Bayar beserta dengan Surat Permohonan
Pengunduran Bilyet Giro.

Pada tanggal 31 Mei 2017 dan 14 Juni 2017, Pemohon PKPU
berusaha mencairkan 2 Bilyet Giro BNI yang pernah diterima dari Para
Termohon PKPU, namun pencairan atas 2 (dua) Bilyet Giro tersebut ditolak
oleh pihak Bank dengan alasan dana tidak mencukupi. Atas hal tersebut,
pada tanggal 9 Maret 2018, Pemohon PKPU mengajukan Permohonan
PKPU terhadap Para Termohon PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Semarang. Di dalam Permohonan PKPU a guo, Pemohon PKPU
mendalilkan bahwa Para Termohon PKPU memiliki utang kepada Kreditor
— Kreditor Lain yakni PT Trimitra Sejati Jaya atau yang lebih dikenal
dengan Yona Adhesive, PT Higo Adhesive Indonesia dan PT Lemino Abadi
Jaya. Atas Permohonan tersebut, Para Termohon PKPU memberikan
Jawaban yang di dalamnya membantah beberapa hal yang didalilkan oleh
Pemohon PKPU terutama mengenai utang yang dimilikinya kepada
Kreditor — Kreditor Lain yang didalilkan Pemohon PKPU. Para Termohon
PKPU di dalam jawabannya menyatakan bahwa utang — utangnya terhadap
ketiga kreditor lain yang didalilkan oleh Pemohon PKPU telah dibayar lunas
dengan dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Lunas. Kemudian pada
tanggal 21 Maret 2018, Para Termohon PKPU melakukan pembayaran
untuk melunaskan utang yang dimilikinya kepada Pemohon PKPU dengan
melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU sebesar Rp148.284.020,00
(seratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua

puluh rupiah).

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
Di dalam kasus a quo, Majelis Hakim dalam pertimbangannya

berpendapat bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon



PKPU telah memenuhi syarat untuk dikabulkan sebagaimana yang
tercantum di dalam Pasal 222 ayat (1) jo. ayat (3) UUK-PKPU. Selain itu,
Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya memberikan pendapat yang
pada intinya menerapkan Pasal 245 UUK-PKPU atas pelunasan utang yang
dilakukan oleh Para Termohon kepada Pemohon PKPU. Pertimbangan
Hukum utama dari Majelis Hakim yang menjadi dasar dikabulkannya
permohonan PKPU adalah sebagai berikut:
1) Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor
Dalam Putusan a quo, Majelis Hakim memberikan
pertimbangan yang menyatakan bahwa Para Termohon memiliki
lebih dari satu Kreditor. Hal ini dinyatakan oleh Majelis Hakim,
walaupun seluruh Kreditor — Kreditor lain yang didalilkan oleh
Pemohon PKPU dalam permohonannya yakni PT Trimitra Sejati
Jaya (Yona Adhesive), PT Higo Adhesive Indonesia, dan PT
Lemindo Abadi Jaya telah terbantahkan oleh bukti — bukti yang
diajukan oleh Para Termohon PKPU. Para Termohon PKPU telah
membuktikan bahwa utang-utangnya terhadap kreditor — kreditor
lain tersebut telah lunas dengan bukti — bukti sebagai berikut:
1) Surat Keterangan Lunas dari Direktur PT Trimitra Sejati Jaya
tanggal 31 Januari 2016;
2) Surat Pernyataan Lunas dari Direktur PT Higo Adhesive
Indonesia; dan
3) Surat Keterangan Lunas dari Kepala Keuangan serta HRD
PT Bersama Lemindo Abadi tertanggal 15 Maret 2018.
Dalam putusan a quo, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa
Para Termohon PKPU memiliki lebih dari satu Kreditor
berdasarkan frasa “Kepada rekan-rekan bisnis” yang digunakan
oleh Para Termohon PKPU dalam surat — surat yang dikirimkan
oleh Para Termohon PKPU. Pertimbangan hakim ini, berbeda
dengan ketentuan yang tercantum di dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan
Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai



2)

3)

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dimana di
dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa pembuktian dari syarat
“lebih dari satu kreditor” harus dibuktikan menggunakan surat
yang berupa “loan agreement” atau dengan menghadirkan

kreditor lain tersebut di dalam persidangan.

Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak akan dapat
melanjukan membayar utang — utangnya yang telah jatuh
waktu dan dapat ditagih

Di dalam Putusan a quo, Majelis Hakim memberikan
pertimbangan bahwa syarat “Kreditor memperkirakan bahwa
Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang —
utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”, telah
terpenuhi. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menimbang
bahwa tidak dapat dicairkannya 2 (dua) bilyet giro yang diberikan
oleh Para Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU dan
korespondensi yang telah dikirimkan antara Pemohon PKPU
dengan Para Termohon PKPU menjadi bukti bahwa Kreditor
telah dapat memperkirakan bahwa Debitor tidak akan dapat
melanjutkan membayar utang — utangnya yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih. Hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim
walaupun pada 21 Maret 2018, Para Termohon PKPU telah
melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU sebesar
Rp148.284.020,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus
delapan puluh empat ribu dua puluh rupiah) untuk melunaskan

utangnya kepada Pemohon PKPU.

Pembayaran kepada Pemohon PKPU tidak boleh dilakukan

Di dalam Putusan a quo, Majelis hakim memberikan
pertimbangan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Para
Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebesar
Rp148.284.020,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus



delapan puluh empat ribu dua puluh rupiah) untuk melunasi
utangnya kepada Pemohon PKPU tidak boleh dilakukan sehingga
Permohonan yang diajukan oleh PKPU tidak menjadi gugur. Hal
ini dikarenakan, menurut pertimbangan Majelis Hakim,
pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan berdasarkan
ketentuan di dalam Pasal 245 UUK-PKPU yang berbunyi sebagai
berikut:

“Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum

diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang

selama berlangsungnya penundaan kewajiban

pembayaran _utang, tidak boleh dilakukan, kecuali

pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua
Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing,
tanpa  mengurangi  berlakunya  juga  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3)”"
Majelis Hakim menimbang bahwa ketentuan Pasal tersebut
berlaku juga terhadap pembayaran yang dilakukan selama proses
permohonan PKPU sebelum dijatuhkannya putusan yang
mengabulkan PKPU Sementara ataupun PKPU Tetap. Dengan
begitu, Majelis Hakim menimbang bahwa pelunasan utang yang
dilakukan oleh Para Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU
tidak boleh dilakukan dan tidak menghapuskan utang yang
dimilikinya kepada Pemohon PKPU. Hal ini tidak selaras dengan
ketentuan mengenai Pasal 245 UUK-PKPU yang dimaksudkan
sebagai larangan bagi Debitor yang sudah berada dalam status
PKPU berdasarkan Putusan, yang dimana larangan ini baru
berlaku dan dapat diterapkan ketika sudah ada putusan yang
menjatuhkan debitor dalam status PKPU. Hal ini lebih lanjut
dijelaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar

"1d.



Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan, yang di dalamnya menjelaskan lebih lanjut bahwa
pelunasan yang dilakukan oleh Debitor terhadap salah satu
Kreditor yang menyisakan satu Kreditor saja sebelum adanya
putusan, membuat syarat “lebih dari satu kreditor” tidak

terpenuhi sehingga tidak dapat dikabulkan.

1.3. Masalah Hukum
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat permasalahan
hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni:

1) Apakah pertimbangan Majelis Hakim mengenai pembuktian terhadap
syarat “Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor” sudahlah tepat atau
tidak?

2) Apakah pertimbangan Majelis Hakim mengenai penerapan Pasal 245
UUK-PKPU terhadap pelunasan utang yang dilakukan Termohon
sudahlah tepat atau tidak?

1.4. Penelusuran Hukum
Di dalam penelitian dilakukan, akan ditelaah peraturan perundang-
undangan, hukum positif lainnnya, dan bahan kepustakaan lainnya yang
memiliki hubungan dengan topik dari penelitian ini. Hal tersebut
dilakukan guna menghasilkan sebuah analisis terhadap masalah hukum
dalam penelitian ini.
1.4.1. Sumber Hukum Primer
1) Undang — Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakukan Buku Pedoman
Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang
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3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

1.4.2. Sumber Hukum Sekunder
Sumber Hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang
digunakan untuk menjelaskan Sumber Hukum Primer. Di dalam penelitian
ini, Sumber Hukum Primer yang akan digunakan adalah antara lain:
1) Buku — buku yang membahas mengenai Hukum Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2) Thesis dan Jurnal yang membahas mengenai Hukum Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan
3) Artikel atau bahan bacaan dari media online terpercaya dan
kredibel yang berkaitan dengan Hukum Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.5. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, akan digunakan metode penelitian Yuridis Normatif.
Metode Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu metode penelitian yang
digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi
normative. Metode Penelitian Yuridis Normatif berupaya mengemukakan
kebenaran yang koheren antara ketentuan di dalam hukum positif dengan norma
hukum.? Di dalam penelitian ini, akan dilakukan penilaian terhadap pertimbangan
hakim yang terdapat di dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga
Smg dengan hukum positif dan norma hukum yang ada dari sumber — sumber

hukum yang digunakan.

1.6. Sistematika Penulisan
Penelitian ini akan terbagi menjadi 5 bab, yang masing — masing akan terdiri

dari:

8 Vidya Prahassacitta, Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis, Business Law
Binus, https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-
hukum-yurudis/ (terakhir diakses 24 Oktober, 2023).
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BAB I - PENDAHULUAN. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar
belakang dari penulisan penelitian yang dilakukan, ringkasan dan riwayat
perkara, masalah hukum, penelusuran hukum, dan sistematika penulisan yang

berisi kerangka penulisan dari setiap bab dari penelitian yang akan dilakukan

terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg.

BAB II — STUDI LITERATUR KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAIJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Pada bab ini akan dijelaskan
mengenai teori — teori dan bahan — bahan hukum yang akan digunakan untuk

menjadi dasar dalam melakukan penelitian terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN Niaga Smg.

BAB III - BAGIAN — BAGIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 8/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN Niaga Smg. Pada bab ini, akan diuraikan mengenai bagian —
bagian penting dari Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg,

yang menjadi poin penting dari penelitian ini.

BABIV-PEMBAHASAN DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 8/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN Niaga Smg. Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dari
teori — teori yang telah diteliti dan menghubungkannya dengan pertimbangan
hakim yang ada di dalam putusan, guna menjawab masalah hukum yang telah

dikemukakan.
BAB V — PENUTUP. Pada bab ini, akan dipaparkan mengenai kesimpulan

yang dihasilkan dari seluruh proses penelitian yang telah ditempuh, dan saran

yang diberikan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.
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